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ABSTRACT

Poverty in Indonesia remains a complex development challenge and tends to exhibit
spatial clustering rather than a random distribution. In West Java Province, high
population density and disparities in poverty levels across districts and cities
underscore the importance of adopting a spatial perspective in poverty analysis. This
study aims to identify global and local spatial dependence of poverty and to map
poverty clusters in West Java Province. The analysis uses secondary data on
district/city-level poverty rates in 2024 obtained from Central Bureau of Statistics (BPS).
Spatial analysis is conducted using Global Moran's I to assess overall spatial
autocorrelation and Local Indicators of Spatial Association (LISA) to identify local
clusters and spatial outliers, employing a queen contiguity spatial weight matrix. The
results indicate a significant positive spatial autocorrelation, confirming the existence
of spatial clusters of both high and low poverty across the province. These findings
highlight the strong spatial dimension of poverty in West Java and suggest that
poverty alleviation policies should be designed using a region-based and spatially
integrated approach to enhance policy effectiveness.
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ABSTRAK

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahan pembangunan yang kompleks
dan cenderung membentuk pola pengelompokan spasial dibandingkan tersebar
secara acak. Di Provinsi Jawa Barat, tingginya kepadatan penduduk serta ketimpangan
tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota menegaskan pentingnya penggunaan
pendekatan spasial dalam analisis kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi ketergantungan spasial kemiskinan secara global dan lokal serta
memetakan klaster kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan
merupakan data sekunder tingkat kemiskinan kabupaten/kota tahun 2024 yang
bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis spasial dilakukan menggunakan
Global Moran’s I untuk menguji autokorelasi spasial secara keseluruhan dan Local
Indicators of Spatial Association (LISA) untuk mengidentifikasi klaster dan pencilan
spasial, dengan matriks bobot spasial queen contiguity. Hasil analisis menunjukkan
adanya autokorelasi spasial positif yang signifikan, yang mengindikasikan
terbentuknya klaster kemiskinan tinggi dan rendah di Provinsi Jawa Barat. Temuan ini
menegaskan kuatnya dimensi spasial kemiskinan dan menunjukkan bahwa kebijakan
pengentasan kemiskinan perlu dirancang secara berbasis wilayah dan terintegrasi
secara spasial agar lebih efektif.

Kata Kunci: Kemiskinan, Autokorelasi Spasial, Moran’s [, LISA, Provinsi Jawa Barat

JEL Classification: O15, 018, 132, R12

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan strategis nasional karena
berimplikasi langsung terhadap stabilitas sosial, kualitas sumber daya manusia, serta
keberlanjutan pembangunan. Kondisi kemiskinan membatasi akses masyarakat
terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan
perlindungan sosial, sehingga berpotensi menurunkan kualitas hidup dan
menghambat pembangunan (Setiawan & Jamaliah, 2023; Sinaga, 2022). Meskipun tren
penurunan tingkat kemiskinan terjadi dalam jangka panjang, jumlah penduduk miskin
dan rentan miskin masih tergolong besar serta memiliki kerentanan tinggi untuk
kembali jatuh ke dalam kemiskinan akibat guncangan ekonomi, pandemi, maupun
bencana (Ihsani & Rohman, 2022; Purwono et al., 2021; Suryahadi et al., 2020). Selain
itu, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tidak selalu diikuti dengan penurunan
kemiskinan secara merata. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan, keterbatasan
kesempatan kerja, serta disparitas pembangunan antarwilayah menyebabkan
permasalahan kemiskinan tetap bertahan dan berbeda intensitasnya di berbagai
daerah(Agussalim et al.,, 2024; Idrus & Rosida, 2020; Pardita et al., 2024)

Berbagai studi menunjukkan bahwa kemiskinan tidak tersebar secara acak di ruang,
melainkan cenderung membentuk pola tertentu dan saling terkait antara satu wilayah
dengan wilayah tetangganya. Analisis autokorelasi spasial dengan Moran’s Idan Loca/
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Indicators of Spatial Association (LISA) telah menemukan adanya keterkaitan spasial
dan pola mengelompok (c/lustered) pada data kemiskinan di berbagai daerah, seperti
Kabupaten Mesuji (Adiza, 2020), Kota Bengkulu (Harmes et al., 2017), Kabupaten Tegal
(Purnami et al.,, 2023), Provinsi Lampung (Ciptawaty, 2021), Provinsi Jawa Timur (Ifa et
al., 2023), dan Provinsi Bali (Lestari et al., 2023). Autokorelasi spasial menggambarkan
keterkaitan nilai suatu variabel antar lokasi yang saling berdekatan, yang menunjukkan
bahwa sebaran suatu fenomena tidak terdistribusi secara acak dalam ruang (Hariastuti
et al, 2024; Pamuncak, 2025). Dalam konteks kemiskinan, wilayah dengan tingkat
kemiskinan tinggi sering kali berdekatan dengan wilayah lain yang juga memiliki
tingkat kemiskinan tinggi (high-high), sedangkan wilayah dengan tingkat kemiskinan
rendah umumnya bertetangga dengan wilayah yang relatif lebih sejahtera (fow-/ow).
Pola ini penting untuk diidentifikasi karena menunjukkan adanya pengaruh
antarwilayah atau spillover effect, di mana kondisi kemiskinan di suatu daerah dapat
memengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh daerah di sekitarnya (Adiza, 2020; Ciptawaty,
2021; Harmes et al., 2017).

Mengabaikan efek spasial dalam analisis kemiskinan berpotensi menghasilkan
kesimpulan dan kebijakan yang kurang tepat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa
ketika keterkaitan spasial tidak diperhitungkan, pengaruh faktor-faktor penentu
kemiskinan dapat terestimasi secara keliru dan hubungan antarwilayah menjadi
terabaikan (Ciptawaty, 2021; Nugraha et al., 2022; Sudartianto et al., 2021). Sebaliknya,
pemanfaatan analisis autokorelasi spasial seperti Moran’s I dan LISA memungkinkan
peneliti dan pemerintah untuk mengidentifikasi pola penyebaran kemiskinan secara
global, menemukan wilayah-wilayah dengan konsentrasi kemiskinan tinggi maupun
wilayah yang tertinggal dibandingkan daerah sekitarnya, serta menjadi dasar
perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih spesifik sesuai
karakteristik wilayah dan tidak bersifat seragam (Shi et al., 2020).

Provinsi Jawa Barat konsisten menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbesar
pada tahun 2000-2020 (17,4%-18,3%) serta menempati peringkat kedua kepadatan
penduduk tertinggi, yang meningkat dari 1.010 jiwa/km? pada tahun 2000 menjadi
1.365 jiwa/km? pada 2020. Kepadatan penduduk yang tinggi di daerah tertentu,
terutama kota besar, menyebabkan permasalahan ekonomi seperti ketimpangan
pendapatan dan kesejahteraan antar wilayah. Peluang ekonomi di wilayah padat
penduduk menghasilkan pendapatan lebih tinggi, tetapi juga memperketat
persaingan dalam memperebutkan sumber daya terbatas seperti perumahan,
pekerjaan, dan layanan publik. Sebaliknya, di daerah yang kurang padat, banyak lahan
dan sumber daya belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga aktivitas ekonomi
rendah dan pendapatan masyarakat tetap kecil (Maulidiyah et al., 2024; Haryono,
2025). Ketimpangan kondisi antarwilayah tersebut berimplikasi pada terbentuknya
pola kemiskinan yang tidak tersebar secara acak, melainkan cenderung mengelompok
pada wilayah-wilayah tertentu. Tekanan ekonomi di kawasan padat penduduk juga
berpotensi memperburuk kerentanan sosial, termasuk meningkatnya risiko
kriminalitas sebagai strategi bertahan hidup, yang pada akhirnya semakin
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memperlebar kesenjangan kesejahteraan. Fenomena ini sejalan dengan pandangan
Malthus (1798) yang menekankan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat
berpotensi melampaui ketersediaan sumber daya, sehingga memicu kelangkaan,
peningkatan kemiskinan, serta penurunan tingkat kesejahteraan.

Selain memiliki jumlah penduduk yang besar dan padat, Provinsi Jawa Barat juga
berada pada peringkat keempat persentase penduduk miskin di Indonesia serta
menunjukkan perbedaan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan antar
kabupaten/kota (Amelia et al., 2023). Sebagian besar penelitian sebelumnya di Jawa
Barat lebih berfokus pada pengaruh faktor ekonomi dan sosial terhadap kemiskinan,
seperti pertumbuhan ekonomi, upah minimum, kesejahteraan, dan kesehatan, atau
hanya mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat kemiskinan menggunakan
metode analisis klaster (Amelia et al., 2023; Azzahra & Susilowati, 2025; Sudartianto et
al., 2021). Analisis yang secara khusus menelaah keterkaitan spasial kemiskinan
antarwilayah masih relatif terbatas. Padahal, hasil penelitian di beberapa provinsi lain
menunjukkan bahwa kemiskinan cenderung terkonsentrasi secara spasial, sehingga
penanganannya memerlukan kebijakan yang terkoordinasi dan terintegrasi
antarwilayah.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, masih terdapat keterbatasan kajian yang
secara khusus mengkaji pola ketergantungan spasial kemiskinan di Provinsi Jawa Barat
menggunakan pendekatan autokorelasi spasial global dan lokal secara simultan.
Penelitian sebelumnya umumnya belum mengidentifikasi klaster kemiskinan dan
pencilan spasial sebagai dasar penentuan prioritas wilayah intervensi. Dengan
demikian, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis komprehensif pola
pengelompokan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat melalui penerapan
Global Moran’s Idan LISA.

Penelitian ini memiliki manfaat dan urgensi dalam mendukung perencanaan
pembangunan jangka panjang di Provinsi Jawa Barat. Penurunan kemiskinan dan
ketimpangan secara eksplisit ditetapkan sebagai sasaran visi pembangunan daerah
(sasaran visi kedua) dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024
tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, serta sejalan dengan arah
kebijakan kewilayahan nomor 2 dalam RPJPN Tahun 2025-2045 yang menekankan
pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Oleh karena
itu, analisis pola spasial dan klaster kemiskinan antar kabupaten/kota dalam penelitian
ini memberikan dasar empiris penting bagi penentuan wilayah prioritas dan
perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis kewilayahan yang lebih
terarah dan terintegrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
ketergantungan spasial kemiskinan secara global dan lokal serta memetakan klaster
kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
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METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis statistika
spasial. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa persentase penduduk
miskin di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 yang bersumber dari Badan Pusat
Statistik. Pemilihan tahun 2024 didasarkan pada ketersediaan data kemiskinan terbaru
yang telah dipublikasikan secara resmi serta relevansinya dengan perencanaan
pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, khususnya sebagai kondisi awal
(baseline) dalam implementasi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045. Unit data
dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 27
wilayah, terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota.
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Gambar 1. Lokasi Penelitian
Sumber: Hasil Pengolahan, 2025

Analisis data dilakukan menggunakan analisis autokorelasi spasial global dengan
Indeks Moran (Moran's I) dan analisis autokorelasi spasial lokal menggunakan Local
Indicators of Spatial Association (LISA). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi
adanya keterkaitan spasial serta pola pengelompokan wilayah berdasarkan persentase
penduduk miskin.

Indeks Moran (Moran’s J) merupakan metode yang paling umum digunakan untuk
mengukur autokorelasi spasial guna mendeteksi pola keacakan spasial yang dapat
mengindikasikan adanya kecenderungan pengelompokan atau tren terhadap ruang
(Wuryandari et al., 2014). Moran's I menggambarkan derajat rata-rata autokorelasi
spasial dari semua unit data dengan area di sekitarnya secara global.

Secara matematis, Indeks Moran dirumuskan sebagai berikut:
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_ n [¥: Xy wij (xi — %) (xj - %)]

N L — .
n = jumlah unit wilayah
Xi = nilai variabel kemiskinan pada wilayah ke -I
X = nilai rata-rata variabel
Xi = nilai variabel kemiskinan pada wilayah ke -I
wij = elemen matriks pembobot spasial antara wilayah I dan j
Hipotesis

. Ho (Hipotesis Nol): Tidak terdapat autokorelasi spasial (pola spasial bersifat acak).

. H1 (Hipotesis Alternatif): Terdapat autokorelasi spasial (pola spasial tidak bersifat
acak).

Rentang nilai Moran's Iberada di antara -1 dan 1. Interpretasi hasil nilai Global Moran's

I adalah sebagai berikut:

o Nilai Moran's I positif (>0) menunjukkan autokorelasi positif. Nilai tinggi
cenderung mengelompok dengan nilai tinggi lainnya, dan nilai rendah
cenderung mengelompok dengan nilai rendah lainnya

. Nilai Moran's I negatif (<0) menunjukkan autokorelasi negatif. Nilai tinggi
cenderung tersebar dan berada di dekat nilai rendah, dan sebaliknya.

. Nilai Moran's I nol (0) mengindikasikan tidak berkelompok atau tidak adanya
pola spasial

Selain nilai indeks, Moran’s Ididukung oleh Moran’s Scatterplot seperti pada Gambar
2. Moran’s Scatterplot merupakan alat visualisasi yang digunakan dalam analisis
autokorelasi spasial untuk menggambarkan hubungan antara nilai suatu variabel di
suatu lokasi dengan nilai rata-rata tertimbang variabel yang sama pada lokasi-lokasi
di sekitarnya. Sumbu horizontal menunjukkan nilai variabel yang telah distandarisasi,
sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai spatial lag, yaitu pengaruh nilai variabel
dari wilayah tetangga berdasarkan matriks pembobot spasial.

Conceptual Moran's Scatterplot
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Gambar 2. Moran'’s Scatterplot
Sumber: Hasil Pengolahan, 2025

Scatterplot ini terbagi ke dalam empat kuadran, yaitu High—-High (HH) dan Low-Low
(LL) yang mencerminkan pengelompokan wilayah dengan karakteristik nilai yang
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serupa, serta High-Low (HL) dan Low-High (LH) yang menunjukkan adanya
penyimpangan spasial. Pola sebaran titik pada Moran’s Scatterplot memberikan
informasi awal mengenai arah dan kecenderungan autokorelasi spasial, di mana
dominasi titik pada kuadran HH dan LL menunjukkan autokorelasi spasial positif,
sedangkan dominasi titik pada kuadran HL dan LH mengindikasikan autokorelasi
spasial negatif atau ketidakhomogenan spasial.

Uji signifikansi Indeks Moran dilakukan dengan membandingkan nilai z-score hasil
perhitungan dengan nilai kritis distribusi normal pada tingkat signifikansi a = 5%
(+£1,96), atau dengan melihat nilai pseudo p-value hasil permutasi.

Kriteria Pengujian:

e Ho ditolak, apabila: nilai |z-scorel > 1,96, atau nilai pseudo p-value < 0,05.
Penolakan Ho menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi spasial global yang
signifikan.

e Ho diterima, apabila: nilai |z-scorel < 1,96, dan nilai pseudo p-value > 0,05.
Penerimaan Ho menunjukkan bahwa distribusi bersifat acak secara spasial.

Local Moran's I atau LISA dapat mengukur hubungan antara nilai suatu unit data dari
rata-rata nilai di sekitarnya (tetangga). Meskipun Moran’s I mampu mengidentifikasi
autokorelasi spasial secara global, indeks moran global tidak dapat menunjukkan
lokasi spesifik wilayah yang membentuk pola tersebut. Oleh karena itu, dikembangkan
Local Indicators of Spatial Association (LISA) sebagai alat untuk mengukur autokorelasi
spasial pada tingkat lokal. LISA memungkinkan identifikasi kabupaten/kota yang
berkontribusi signifikan terhadap pola autokorelasi spasial global.

Secara matematis, Local Moran’s I dirumuskan sebagai:

I = (xi — X)Xwij (X — %) oo (2)
Ii menunjukkan tingkat autokorelasi spasial lokal pada wilayah ke-i
I; = tingkat autokorelasi spasial lokal pada wilayah ke-i

Xi nilai variabel kemiskinan pada wilayah ke -I

X = nilai rata-rata variabel

Xi = nilai variabel kemiskinan pada wilayah ke -I

wij = elemen matriks pembobot spasial antara wilayah I dan j
Hipotesis

. Ho (Hipotesis Nol): Tidak terdapat autokorelasi spasial lokal di masing-masing
unit data (pola acak).

. H1 (Hipotesis Alternatif): Terdapat autokorelasi spasial lokal (berkorelasi dengan
tetangganya).

Local Moran’s I dapat mengidentifikasi lokasi spesifik yang merupakan bagian dari

klaster (cluster) atau pencilan (outlier) berdasarkan nilai suatu variabel, sehingga

memberikan informasi lebih detail tentang hubungan spasial pada setiap unit lokasi.

Local Moran’s Imenghasilkan lima jenis klaster spasial, yaitu :
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High-High (HH), Lokasi dengan nilai tinggi dikelilingi oleh lokasi-lokasi lain yang

juga memiliki nilai tinggi

. Low-Low (LL), Lokasi dengan nilai rendah dikelilingi oleh lokasi-lokasi lain yang
juga memiliki nilai rendah

. Low-High (LH), Lokasi dengan nilai rendah dikelilingi oleh lokasi-lokasi lain yang
juga memiliki nilai tinggi

. High-Low (HL), Lokasi dengan nilai tinggi dikelilingi oleh lokasi-lokasi lain yang
juga memiliki nilai rendah

e Tidaksignifikan, Tidak ada pola spasial yang signifikan (acak) pada lokasi tersebut
dan area sekitarnya, atau dengan kata lain, tidak ada pengelompokan nilai yang
jelas.

Uji signifikansi Local Moran's I atau Local Indicators of Spatial Association (LISA)

dilakukan melihat nilai pseudo p-value. Adapun kriteria pengujian sebagai berikut:

. Ho ditolak, untuk suatu unit data apabila: nilai pseudo p-value < 0,05. Penolakan
Ho menunjukkan bahwa suatu unit data memiliki autokorelasi spasial lokal yang
signifikan dan dapat diklasifikasikan ke dalam klaster HH, LL, LH, atau HL.

o Ho diterima, untuk suatu unit data apabila: nilai pseudo p-value > 0,05.
Penerimaan Ho menunjukkan bahwa suatu unit data tidak memiliki autokorelasi
spasial lokal yang signifikan.

Hubungan spasial antarwilayah dibentuk melalui matriks pembobot spasial dengan

pendekatan queen contiguity, di mana suatu wilayah dianggap bertetangga apabila

memiliki batas sisi maupun titik sudut. Seluruh proses analisis spasial dilakukan
menggunakan software GeoDa. Data persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa

Barat disajikan dalam Tabel 1. sebagai gambaran awal kondisi kemiskinan

antarwilayah.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Kode Kabupaten/Kota Penduduk Kode Kabupaten/Kota Penduduk

Wilayah Miskin (%) Wilayah Miskin (%)
3201 Bogor 7,05 3215 Karawang 7,86
3202 Sukabumi 6,87 3216 Bekasi 4,80
3203 Cianjur 10,14 3217 Bandung Barat 10,49
3204 Bandung 6,19 3218 Pangandaran 8,75
3205 Garut 9,68 3271 Kota Bogor 6,53
3206 Tasikmalaya 10,23 3272 Kota Sukabumi 7,20
3207 Ciamis 7,39 3273 Kota Bandung 3,87
3208 Kuningan 11,88 3274 Kota Cirebon 9,02
3209 Cirebon 11,00 3275 Kota Bekasi 4,01
3210 Majalengka 10,82 3276 Kota Depok 2,34
3211 Sumedang 9,10 3277 Kota Cimahi 4,39
3212 Indramayu 11,93 3278 Kota Tasikmalaya 11,10
3213 Subang 9,49 3279 Kota Banjar 5.85
3214 Purwakarta 8,41

Sumber: Hasil Pengolahan, 2025
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HASIL

Penentuan hubungan ketetanggaan antar wilayah merupakan tahapan penting dalam
analisis spasial, khususnya dalam pembentukan matriks pembobot spasial. Pada
penelitian ini, hubungan ketetanggaan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
ditentukan menggunakan pendekatan queen contiguity, yaitu wilayah dianggap
bertetangga apabila memiliki batas sisi maupun titik sudut. Pendekatan gueen
contiguity dipilih karena mampu merepresentasikan keterkaitan spasial antarwilayah
secara lebih menyeluruh. Tabel 2 menyajikan jumlah serta daftar kabupaten/kota yang
bertetangga berdasarkan pembobot spasial queen contiguity.

Tabel 2. Hubungan Ketetanggaan tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Jumlah
Kabupaten/kota Kabupaten/Kota Tetangga
Tetangga
Bogor 8 Bekasi, Cianjur, Karawang, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Purwakarta
Sukabumi Bogor, Kota Sukabumi, Cianjur
Cianjur Bandung, Bandung Barat, Bogor, Garut, Purwakarta, Sukabumi
Bandung Bandung Barat, Cianjur, Garut, Kota Bandung, Kota Cimahi, Subang, Sumedang
Garut Bandung, Cianjur, Sumedang, Tasikmalaya
Tasikmalaya Ciamis, Garut, Kota Tasikmalaya, Majalengka, Pangandaran, Sumedang
Ciamis Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Tasikmalaya
Kuningan Ciamis, Cirebon, Majalengka
Cirebon Indramayu, Kota Cirebon, Kuningan, Majalengka
Majalengka Ciamis, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Sumedang, Tasikmalaya
Sumedang Indramayu, Subang, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Majalengka
Indramayu Cirebon,Majalengka, Subang, Sumedang
Subang Bandung, Bandung Barat, Indramayu, Karawang, Purwakarta, Sumedang
Purwakarta Bandung Barat, Bogor, Cianjur, Karawang, Subang
Karawang Bekasi, Bogor, Purwakarta, Subang
Bekasi Bogor, Karawang, Kota Bekasi

Bandung Barat Bandung, Cianjur, Kota Bandung, Kota Cimahi, Purwakarta, Subang

Pangandaran Ciamis, Tasikmalaya
Kota Bogor Bogor
Kota Sukabumi Sukabumi

Kota Bandung Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi

Kota Cirebon Cirebon

Kota Bekasi Bekasi, Bogor, Kota Depok

Kota Depok Bogor, Kota Bekasi

Kota Cimahi Bandung Barat, Bandung, Kota Bandung

Kota Tasikmalaya Tasikmalaya, Ciamis

=) NN WD WS w2 NDoOWwDd O WO AN OO W

Kota Banjar Ciamis

Sumber: Hasil Pengolahan, 2025

Berdasarkan pembobot spasial queen contiguity, hubungan ketetanggaan antar
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan variasi jumlah tetangga yang
cukup besar. Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan jumlah tetangga
terbanyak, yaitu delapan wilayah. Tingginya jumlah tetangga mengindikasikan potensi
keterkaitan spasial yang kuat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun
kependudukan, sehingga nilai suatu variabel di Kabupaten Bogor berpotensi
dipengaruhi oleh banyak wilayah sekitar. Wilayah dengan jumlah tetangga relatif
tinggi lainnya umumnya berada di bagian tengah Provinsi Jawa Barat. Beberapa
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wilayah memiliki jumlah tetangga yang relatif sedikit, seperti Kabupaten Pangandaran,
Kabupaten Sukabumi, Bekasi, dan Kuningan. Wilayah kota secara umum memiliki
jumlah tetangga yang lebih sedikit dibandingkan kabupaten. Kota Bogor, Kota
Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kota Banjar masing-masing hanya memiliki satu
tetangga, sedangkan Kota Depok, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cimahi memiliki dua
hingga tiga tetangga. Hal ini disebabkan oleh luas wilayah kota yang relatif kecil dan
batas administrasi yang umumnya hanya bersinggungan dengan satu atau dua
kabupaten induk sehingga keterkaitan spasial kota lebih terkonsentrasi pada wilayah
kabupaten di sekitarnya.

Peta sebaran persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat yang diklasifikasikan
ke dalam tiga kelas menggunakan metode natural breaks menunjukkan bahwa pola
distribusinya tidak acak, melainkan memperlihatkan kecenderungan mengelompok
secara spasial. Wilayah dengan persentase penduduk miskin relatif tinggi tampak
terkonsentrasi di bagian selatan dan timur Jawa Barat, seperti Kabupaten Garut,
Tasikmalaya, Cianjur, Kuningan, dan Majalengka, yang saling berdekatan secara
geografis. Pola ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah
cenderung berkaitan dengan kondisi wilayah di sekitarnya.
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Gambar 3. Peta Sebaran Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat
Sumber: Hasil Pengolahan, 2025

Sementara itu, wilayah perkotaan dan kawasan metropolitan di bagian barat dan
tengah Jawa Barat, seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Depok, dan
Kabupaten Bekasi, umumnya menunjukkan persentase penduduk miskin yang lebih
rendah dan juga membentuk pola yang saling berdekatan. Perbedaan nilai yang cukup
jelas terlihat pada beberapa kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah
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perkotaan tersebut, misalnya Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Kabupaten
Bogor, yang mengindikasikan adanya ketimpangan spasial lokal. Pola pengelompokan
ini memberikan indikasi awal adanya autokorelasi spasial positif, sehingga analisis
lanjutan menggunakan Indeks Moran dan LISA menjadi relevan untuk menguji dan
mengidentifikasi pola spasial tersebut secara lebih kuantitatif.

Analisis autokorelasi spasial global menggunakan Indeks Moran dilakukan untuk
mengidentifikasi ada tidaknya keterkaitan spasial secara keseluruhan pada variabel
persentase penduduk miskin antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Moran’s
Global bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi persentase penduduk miskin
bersifat acak atau membentuk pola tertentu pada skala global (provinsi). Gambar 4
menyajikan Moran’s Scatterplot yang menggambarkan hubungan antara nilai
persentase penduduk miskin di suatu kabupaten/kota dengan nilai rata-rata
tertimbang persentase penduduk miskin di wilayah sekitarnya.

Moran's | 0.478

0.40 1.40 240
1

-0.60

lagged prsn_mskn

-1 60

T T T T T

-260 -1.60 -060 0.40 1.40 2.40
prsn_mskn

-2.60

Gambar 4. Moran's Scatterplot Penduduk Miskin
Sumber: Hasil Pengolahan, 2025

Berdasarkan Moran’s Scatterplot, diperoleh nilai Moran’s Isebesar 0,478, yang bernilai
positif dan menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif. Artinya, kabupaten/kota
dengan persentase penduduk miskin yang tinggi cenderung berdekatan dengan
wilayah lain yang juga memiliki persentase penduduk miskin tinggi, sedangkan wilayah
dengan persentase penduduk miskin rendah cenderung berdekatan dengan wilayah
dengan nilai yang rendah. Sebaran titik pada scatterplot didominasi oleh kuadran
High-High (HH) (kanan atas) dan Low-Low (LL) (kiri bawah), yang menunjukkan
adanya kecenderungan pengelompokan spasial dalam distribusi kemiskinan di
Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, keberadaan titik pada kuadran High-Low (HL)
(kanan bawah) dan Low-High (kiri atas) (LH) relatif lebih sedikit, sehingga pola
penyimpangan spasial tidak mendominasi secara global.

Moran's Scatterplot membagi pola keterkaitan spasial ke dalam empat kuadran utama
berdasarkan sumbu horizontal (nilai standar variabel kemiskinan) dan sumbu vertikal

https://doi.org/10.23969/jrie v5i2.398 | 136



https://doi.org/10.23969/jrie.v5i2.398

Jurnal Riset llmu Ekonomi, Vol 5 (2) 2025 | ISSN 2776-4567
Pola Pengelompokan Spasial Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat

(nilai rata-rata tertimbang kemiskinan wilayah tetangga). Kuadran High-High (HH)
atau klaster tinggi—tinggi berada di kuadran kanan atas, yang menunjukkan wilayah
dengan tingkat kemiskinan tinggi yang dikelilingi oleh wilayah lain dengan tingkat
kemiskinan tinggi. Kuadran Low-Low (LL) atau klaster rendah-rendah berada di
kuadran kiri bawah, yang menunjukkan wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah
yang dikelilingi oleh wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah. Sementara itu,
kuadran Low-High (LH) berada di kuadran kiri atas dan menunjukkan wilayah dengan
tingkat kemiskinan rendah yang dikelilingi oleh wilayah dengan tingkat kemiskinan
tinggi, sedangkan kuadran High-Low (HL) berada di kuadran kanan bawah dan
merepresentasikan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi yang dikelilingi oleh
wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah. Kedua kuadran terakhir tersebut
mencerminkan wilayah penyimpangan spasial (spatial outlier).

Uji signifikansi dari nilai Moran’s I disajikan pada Gambar 5 dalam bentuk distribusi
nilai Moran’s I'hasil permutasi. Posisi nilai Moran’s I observasi pada grafik berada di
sisi kanan distribusi, jauh dari nilai yang diharapkan apabila pola spasial bersifat acak.

permutations: 999
pseudo p-value: 0.002000

I: 0.4776 E[N: -0.0385 mean: -0.0393 sd: 0.1416 z-value: 3.6495
Gambar 5. Permutation Moran’'s |
Sumber: Hasil Pengolahan, 2025

Hasil uji signifikansi menunjukkan nilai Moran’s Isebesar 0,4776, dengan nilai harapan
E(I) sebesar -0,0385 serta simpangan baku (SD) sebesar 0,1416. Berdasarkan nilai
tersebut, diperoleh z-score sebesar 3,6495, yang berada di atas nilai kritis +1,96 pada
tingkat signifikansi 5%. Selain itu, nilai pseudo p-value sebesar 0,002, yang lebih kecil
dari a = 0,05, menunjukkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya
autokorelasi spasial dapat ditolak. Hasil analisis Moran’s I menunjukkan bahwa
distribusi persentase penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat memiliki
autokorelasi spasial positif yang signifikan secara statistik. Temuan ini
mengindikasikan bahwa kondisi kemiskinan antarwilayah saling berkaitan dan tidak
terdistribusi secara acak pada skala provinsi.

Hasil analisis autokorelasi spasial global menggunakan Indeks Moran menunjukkan
bahwa distribusi persentase penduduk miskin antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa
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Barat memiliki autokorelasi spasial positif yang signifikan. Temuan tersebut
mengindikasikan adanya kecenderungan pengelompokan spasial secara keseluruhan,
namun belum mampu menjelaskan lokasi spesifik wilayah yang membentuk pola
tersebut. Oleh karena itu, analisis dilanjutkan menggunakan Local Indlicators of Spatial
Association (LISA) untuk mengidentifikasi pola keterkaitan spasial pada tingkat lokal.

Analisis LISA bertujuan untuk mengetahui kabupaten/kota mana yang secara
signifikan  berkontribusi terhadap pola autokorelasi spasial global serta
mengidentifikasi wilayah yang membentuk klaster kemiskinan tinggi atau rendah,
maupun wilayah yang berperan sebagai penyimpangan spasial (outl/ier). Dalam
penelitian ini, signifikansi statistik LISA diuji pada tingkat signifikansi 5% (a = 0,05)
dengan pendekatan permutasi. Hasil analisis LISA disajikan dalam dua peta, yaitu LISA
Significance Map dan Cluster Map.
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Gambar 6. LISA Significance Map
Sumber: Hasil Pengolahan, 2025

Peta LISA Significance Map menunjukkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang
memiliki nilai autokorelasi spasial lokal yang signifikan secara statistik pada tingkat
signifikansi 5%. Wilayah yang berwarna hijau menunjukkan kabupaten/kota dengan
nilai LISA signifikan (p < 0,05), sedangkan wilayah berwarna abu-abu menunjukkan
kabupaten/kota yang tidak signifikan. Terdapat sepuluh kabupaten/kota yang
menunjukkan autokorelasi spasial lokal yang signifikan, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok,
Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten
Majalengka, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Ciamis. Wilayah dengan autokorelasi
spasial lokal yang signifikan, memiliki keterkaitan spasial persentase penduduk miskin
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yang bermakna dengan wilayah tetangganya, sehingga pola kemiskinan di wilayah
tersebut tidak terdistribusi secara acak.

Sebaliknya, kabupaten/kota lain seperti Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Bandung,
Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Subang, Karawang, Purwakarta, Bandung Barat, serta
sebagian besar wilayah perkotaan lainnya seperti Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota
Depok, dan Kota Cimahi tidak menunjukkan autokorelasi spasial lokal yang signifikan
pada tingkat 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi persentase penduduk miskin
di wilayah-wilayah tersebut cenderung lebih dipengaruhi oleh karakteristik internal
wilayah masing-masing dibandingkan oleh kondisi wilayah sekitarnya.

Kabupaten/kota yang menunjukkan autokorelasi spasial lokal signifikan pada Peta
LISA Significance Map selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan tipe hubungan
spasialnya menggunakan Peta LISA Cluster Map. Peta ini memberikan informasi yang
lebih spesifik mengenai pola keterkaitan antarwilayah, apakah suatu kabupaten/kota
membentuk klaster kemiskinan tinggi (High-High), klaster kemiskinan rendah (Low-
Low), atau berperan sebagai wilayah penyimpangan spasial (Low-High atau High—Low)
dalam distribusi persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat.
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Gambar 7. LISA Cluster Map
Sumber: Hasil Pengolahan, 2025

Klaster High—-High (HH) menunjukkan kabupaten/kota dengan persentase penduduk
miskin yang tinggi dan dikelilingi oleh wilayah lain yang juga memiliki tingkat
kemiskinan tinggi. Berdasarkan Peta LISA Cluster Map, kabupaten/kota yang
tergolong dalam klaster High-High (HH) adalah Kabupaten Indramayu, Kabupaten
Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cirebon. Klaster HH membentuk
konsentrasi wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi yang saling berdekatan.
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Keberadaan klaster HH mengindikasikan adanya keterkaitan struktural antarwilayah
yang menyebabkan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Pola ini mengindikasikan
bahwa permasalahan kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut tidak berdiri sendiri,
melainkan saling memengaruhi, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan perlu
dilakukan secara terintegrasi dan berbasis kawasan.

Klaster Low—Low (LL) menunjukkan kabupaten/kota dengan persentase penduduk
miskin rendah yang dikelilingi oleh wilayah lain dengan tingkat kemiskinan yang juga
rendah. Berdasarkan peta, kabupaten/kota yang termasuk dalam klaster Low—Low (LL)
adalah Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok. Klaster LL ini menunjukkan
kawasan dengan kondisi sosial ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah
lain di Provinsi Jawa Barat. Kedekatan klaster LL dengan DKI Jakarta serta integrasinya
dalam kawasan metropolitan Jabodetabek dapat dikaitkan dengan rendahnya tingkat
kemiskinan dan terbentuknya pola pengelompokan wilayah dengan kemiskinan
rendah.

Pola Low-High (LH) menggambarkan kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan
relatif rendah, namun dikelilingi oleh wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Berdasarkan Peta LISA Cluster Map, wilayah yang termasuk dalam pola Low-High (LH)
adalah Kabupaten Ciamis. Pola LH menunjukkan bahwa Kabupaten Ciamis memiliki
kinerja yang relatif lebih baik dalam menekan tingkat kemiskinan dibandingkan
wilayah tetangganya. Wilayah dengan pola LH dapat berperan sebagai wilayah
penyangga atau pusat pertumbuhan lokal di tengah kawasan dengan tingkat
kemiskinan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil analisis LISA, tidak ditemukan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
yang membentuk pola High-Low (HL) pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini
menunjukkan tidak adanya wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi yang secara
signifikan dikelilingi oleh wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah.

PEMBAHASAN

Hasil analisis autokorelasi spasial global menggunakan Indeks Moran menunjukkan
nilai Moran’s I sebesar 0,478 yang positif dan signifikan secara statistik. Temuan ini
mengindikasikan bahwa distribusi persentase penduduk miskin antar kabupaten/kota
di Provinsi Jawa Barat tidak bersifat acak, melainkan cenderung mengelompok secara
spasial. Dengan demikian, hipotesis nol (H,) yang menyatakan tidak adanya
autokorelasi spasial ditolak, sedangkan hipotesis alternatif (H;) diterima. Hasil
penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Harmes et al. (2017) di Kota Bengkulu,
Adiza (2020) di Kabupaten Mesuji, Ciptawaty (2021) di Provinsi Lampung, dan Purnami
et al. (2023) di Kabupaten Tegal, yang menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pola
sebaran yang menggerombol (c/ustered), di mana wilayah yang berdekatan cenderung
memiliki karakteristik kemiskinan yang relatif sama.
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Temuan penelitian dapat dijelaskan melalui Teori Geografi Pertama Tobler yang
menyatakan bahwa “segala sesuatu berhubungan dengan segala sesuatu yang lain,
tetapi hal-hal yang berdekatan memiliki keterkaitan yang lebih kuat” (Tobler, 1970).
Teori Tobler tercermin dari kecenderungan kabupaten/kota dengan tingkat
kemiskinan tinggi yang berdekatan secara geografis juga memiliki tingkat kemiskinan
yang relatif tinggi, serta wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah yang saling
berdekatan dengan wilayah berkarakteristik serupa. Kondisi kemiskinan suatu wilayah
tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi dan memengaruhi wilayah di sekitarnya.

Hasil analisis LISA memperkuat temuan autokorelasi spasial global dengan
mengidentifikasi lokasi spesifik yang membentuk pola pengelompokan. Klaster High—-
High (HH) yang ditemukan di Kabupaten Indramayu, Sumedang, Majalengka,
Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon menunjukkan bahwa wilayah dengan
persentase penduduk miskin tinggi cenderung bertetangga dengan wilayah lain yang
juga memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Kedekatan spasial memperkuat kesamaan
karakteristik antarwilayah. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya keterkaitan
struktural, seperti kesamaan basis ekonomi, ketergantungan sektor primer,
keterbatasan infrastruktur, maupun keterbatasan akses terhadap pusat pertumbuhan
ekonomi, yang melampaui batas administratif kabupaten/kota. Temuan klaster High—
High ini sejalan dengan hasil penelitian di Provinsi Lampung (Ciptawaty, 2021) dan di
Provinsi Jawa Timur (Ifa et al, 2023) dan yang menunjukkan keberadaan klaster
kemiskinan High-High yang terbentuk secara spasial dan saling berdekatan
antarwilayah.

Sebaliknya, klaster Low—Low (LL) yang ditemukan di Kabupaten Bogor, Kota Bekasi,
dan Kota Depok menunjukkan wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah yang saling
berdekatan. Klaster LL berkaitan dengan posisi geografis wilayah tersebut yang
terintegrasi dalam kawasan metropolitan Jabodetabek, sehingga memperoleh
limpahan aktivitas ekonomi, kesempatan kerja, dan akses layanan publik yang lebih
baik. Sesuai dengan Teori Tobler, kedekatan wilayah-wilayah ini memperkuat
keterkaitan sosial ekonomi, yang pada akhirnya membentuk pengelompokan wilayah
dengan tingkat kemiskinan rendah. Pola Low—Low ini juga ditemukan di Kota Bengkulu
(Harmes et al., 2017), di mana wilayah pusat kota membentuk klaster kemiskinan
rendah yang saling berdekatan.

Selain itu, keberadaan Kabupaten Ciamis dalam pola Low-High (LH), yaitu wilayah
dengan tingkat kemiskinan relatif lebih rendah dibandingkan wilayah di sekitarnya
yang lebih miskin, menunjukkan adanya penyimpangan spasial lokal. Fenomena ini
mengindikasikan bahwa meskipun hukum Tobler berlaku secara umum, karakteristik
internal wilayah, seperti kebijakan lokal, struktur ekonomi, atau kapasitas institusional
masih dapat menghasilkan kondisi yang berbeda dibandingkan wilayah tetangganya.
Dengan kata lain, kedekatan spasial meningkatkan keterkaitan, tetapi tidak
sepenuhnya menghilangkan peran faktor internal wilayah. Keberadaan pola
penyimpangan spasial ini sejalan dengan temuan Harmes et al. (2017) yang
mengidentifikasi pola Low—High dan High-Low pada beberapa wilayah, serta berbeda
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dengan hasil Adiza (2020) di Kabupaten Mesuji yang tidak menemukan outlier spasial.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa karakteristik spasial kemiskinan sangat
dipengaruhi oleh skala wilayah dan konteks regional.

Arah kebijakan kewilayahan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat
2025-2045 menempatkan pengentasan kemiskinan di wilayah Jawa Barat bagian
Selatan sebagai prioritas, terutama berdasarkan tingkat kerentanan struktural dan
keterbatasan akses layanan dasar. Namun demikian, hasil analisis spasial dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa secara empiris klaster kemiskinan tinggi (High-
High) juga terkonsentrasi di wilayah utara dan timur Provinsi Jawa Barat, meliputi
Kabupaten Indramayu, Sumedang, Majalengka, dan Kabupaten Cirebon. Temuan ini
menunjukkan bahwa pola kemiskinan di Jawa Barat tidak hanya terkonsentrasi di
wilayah selatan, tetapi juga membentuk pengelompokan spasial di wilayah lain akibat
keterkaitan sosial ekonomi antarwilayah. Dengan demikian, hasil penelitian ini
berfungsi sebagai dasar empiris untuk melengkapi dan menajamkan penentuan
wilayah prioritas pengentasan kemiskinan agar lebih adaptif terhadap dinamika dan
pola spasial kemiskinan aktual di tingkat regional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan adanya autokorelasi spasial positif yang signifikan pada
distribusi persentase penduduk miskin antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat,
yang menunjukkan bahwa kemiskinan mengelompok secara spasial dan tidak
terdistribusi secara acak. Analisis LISA mengidentifikasi klaster kemiskinan tinggi
(High-High) di Kabupaten Indramayu, Sumedang, Majalengka, dan Kabupaten
Cirebon, serta klaster kemiskinan rendah (Low-Low) di Kabupaten Bogor, Kota Bekasi,
dan Kota Depok, dengan Kabupaten Ciamis menunjukkan pola Low-High. Temuan ini
menegaskan pentingnya pendekatan berbasis wilayah dalam penanggulangan
kemiskinan di Jawa Barat.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data satu tahun pengamatan
dan fokus pada autokorelasi spasial, sehingga belum menangkap dinamika kemiskinan
antarwaktu dan faktor penyebabnya. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan
data time series atau panel serta mengembangkan pendekatan spasial dinamis atau
regresi spasial untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai
pola dan determinan kemiskinan.
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